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ABSTRAK 
Nama      :   Jasman  
Nim        :  10300113260 
Judul   : PENERAPAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT 
ADAT TERHADAP PENEBANGAN POHON (ILEGAL LOGING) 
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PENGADILAN 
NEGERI SINJAI) 
Pokok penelitian dalam masalah ini adalah  Penerapan Pidana yang 
dilakukan oleh Masyarakat Adat Terhadap Penebangan Pohon ( Ilegal Loging) 
dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Pengadilan Negri Sinjai) dan rumusan 
masalah tersebut dibagi beberapa sub masalah yaitu: 1) Bagaimanakah pengakuan 
hak-hak masyarakat adat terhadap penebangan pohon di  Sinjai?, 2) Penerapan 
sanksi Tindak Pidana terhadap penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat 
adat?, 3) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penebangan pohon yang 
di lakukan oleh Masyarakat Adat? 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif atau (field research) dengan 
pendekatan yang digunakan adalah Syar’i dan Yuridis Normative. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran 
berbagai literatur atau refrensi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga 
tahapan, yaitu Reduksi Data, Penyajian, dan Pengambilan kesimpulan.  
 
Hasil penelitan ini menujukkan bahwa 1) Masyarakat adat memiliki pranata 
dalam istilah yang berbeda-beda tersendiri dalam mempertahankan sumber daya 
alamnya pranata ini cukup kuat untuk mengikat masyarakat adat tersebut. 
Masyarakat adat sudah mempunyai hukum adat sendiri untuk mempertahankan 
sumber daya alam mereka. Hukum adat itu dijunjung  tinggi oleh masyarakat adat 
tersebut. Mereka sudah mempunyai sanksi tersendiri untuk pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi dan mengancam keberlangsungan sumber daya alam 
mereka. 2)Kemudian Fungsi lain dari tomatoa adalah hakim atau yang 
menjatuhkan putusan dari sebuah perkara yang diadil oleh Gella. Sebagai seorang 
hakim, maka tomatoa diharuskan menghadiri proses persidangan perkara dirumah 
adat gella. Untuk memutuskan suatu perkara, maka diperkara itu dialihkan kerumah 
adat tomatoa dan diputuskan sendiri oleh tomatoa. Segala putusan yang 
dikeluarkan oleh tomatoa bagi masyarakat adalah berlaku mutlak tanpa harus 
digugat ulang. Sebab  memutuskan perkara diikat sumpah sakral yang telah dibahas 
dibagian lain tulisan ini  setelah keputusan ini yang dijatuhkan oleh lontarak 
disebut pabbabing tomatoa menurut kepada yang berperkara kedepan pintu rumah 
adat untuk disumpah dan menerima keputusan ini. Adalah suatu yang patut 
mendapat acungan jempol bagi masyarakat setempat adalah  kepercayaan yang 
sangat mendalam akan keputusan. Kepatuhan kepada keputusan adat ini adalah 
karena apabila tamatoa telah membacakan pabattang ini sama dengan mustahilnya 
dengan kita kembali kerahim ibu setelah dilahirkan. Adapun sumpah pabattang itu 
 
 
VIII 
 
ialah mapuccu riballoi matakke mareppei, mabattang ritubanggi, makurre 
maretekki, tenatikkennei bepajjang terrimunrinna. 3)Apabila ada yang mencoba 
melanggar keputusan adat diatas maka sang pelanggar tersebut tidak akan diikutkan 
dalam aktifitas adat. Selain itu, segala kegiatannya tidak akan dihadiri oleh 
pemangku adat. 
 
Implikasi penelitian ini adalah: 1) Berkenaan dengan illegal Loging, sebaiknya 
semua pihak turut bahu membahu dalam meminimlisir Illegal loging, karena tanpa 
adanya kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat, maka praktek illegal 
loging di Kabupaten Sinjai akan sulit untuk dikecilkan presentasinya 2) Pemerintah 
Kabupaten sinjai sebaiknya menjalankan fungsinya dengan baik dan benar sebagai 
aparat yang mengawasi dan menegakkan hukum yang berlaku, jangan sampai 
menjadi pelanggar (pelaku) dari aturan tersebut. 
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BAB I 
  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki kekeragaman 
suku ras agama dan adat kebiasaan yang tersebar dikota-kota dan didesa-desa. 
Keragaman itu pula yang menjadi suatu kekayaan akan potensi ini dimiliki oleh 
bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat dan hukum 
merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, Uby sucoeitas Ibi ius, dimana ada 
masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum 
untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan 
hukum ada yang tertulis ada pun yang tidak tertulis, berlaku secara nasional 
maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat 
1
. 
Hukum adat pun juga beragam karena hukum dipengaruhi oleh kondisi budaya 
setempat.  
Pengertian pluralisme hukum menurut sanglly engle merry adalah “a 
situation in which two or more legal sistem coexist in the same social field.
2
 
Berdasarkan hal tersebut, pluralisme hukum dianggap sebagai sebagai sebuah 
keadaan di mana dua atau lebih sistem hukum yang berlaku dalam sebuah lapangan 
yang berlaku. 
                                                             
1
 R. Soepomo, Bab-bab  Tentang Hukum Adat (Cetakan ke-17, Jakarta: PT. Pradnya 
Paramita, 2007), h 5. 
2
 Merry  Sulistyowati Irianto” Sejarah dan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi 
Metodologinya” tulisan dalam  Pluralisme Hukum,Sebuah Pendekatan Interdisipliner, Jakarta: 
Penerbit  HUMA, 2005, h 58   
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Hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang berasal dari hukum barat, 
hukum Islam, hingga hukum adat menggambarkan secara nyata keberagaman 
hukum yang berlaku di indonesia. Demikianlah keadaannya yang ideal, oleh karena 
kenyataannya tidak selalu demikian. Sistem nilai-nilai tersebut, merupakan inti dari 
sistem budaya suatu masyarakat khususnya aspek spiritual dari sistem budaya 
tersebut.
3
 Hukum pada hakekatnya merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai, 
khususnya nilai-nilai hukum suatu masyarakat; 
Sejak tahun 1951 hingga sekarang, posisi hukum adat dalam tata hukum 
nasional kembali mendapatkan pengakuan dan upaya revitalisasi. Sebelumnya 
dalam pasal 1 WvS dengan tegas dinyatakan bahwa: “Suatu perbuatan tidak dapat 
dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peerundang-undangan yang telah ada 
(Bahasa Belanda: eene daaraan voorafgegane wettelijk estrafbepaling)”. Ini  
sejalan pula dengan asas dalam pasal 26 AB (Alegemen bepalingen van wetgeving), 
yang menyatakan “dat alleen op de wijze bij de wet  bepaald, een strafbaar feit kan 
worden vervolgd (Bahasa Indonesia: hanya dengan cara yang ditentukan 
perundang-undangan, suatu perbuatan pidana dapat di tuntut)”. Karena itu, sejak 
berlakunya WvS ini, sumber hukum pidana Indonesia adalah Undang-undang. 
Selain itu, ketentuan mengenai sanksi pidana adat juga  dimasukkan dalam 
pasal 67 ayat (1) huruf e rancangan KUHP yang bunyinya tentang “Pemenuhan 
kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup” sebagai salah  
satu bentuk pidana tambahan. Dimasukannya sanksi pidana  adat dalam rancangan 
KUHP menunjukkan adanya langkah progresif yang dilakukan oleh pembentuk 
                                                             
3
 Soerjono Soekanto dan Solaeman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2002, h 337. 
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undang-undang ini, meskipun sanksi pidana adat tersebut kedudukanya masih 
berupa pidana tambahan yang sifat sanksinya tidak bisa berdiri sendiri tanpa diikuti 
pidana pokoknya. 
Hukum pidana adat (Delik adat) dan hukum pidana tertulis, Menurut 
Mardjono Reksodiputro, seharusnya dapat pula memperkuat rasa kepastian hukum, 
mendekatkan hukum pidana tertulis dengan rasa keadilan dalam masyarakat. 
Hakim sebagai penegak keadilan mempunyai tugas dan kewajiban untuk selalu 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup menurut adat 
setempat.  
Bagaimana hakim dapat menentukan bahwa sesuatu perbuatan bertentangan 
dengan hukum adat, maka hukum adat tidak mengenal prae existente regels, 
artinya tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan lebih dahulu, 
tidak ada peraturan semacam Pasal 1 KUHP. Memang dalam hukum adat ada juga 
pelanggaran-pelanggaran, yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan-
peraturan hukum yang berlaku lebih dahulu, akan tetapi menurut sistem hukum 
adat adalah mungkin juga suatu perbuatan yang melanggar perbuatan itu.
4
 Suatu 
perbuatan yang tadinya tidak dilarang, pada suatu saaat dapat merupakan delik, 
mekipun tadi tidak ada peraturan yang melarangnya, apabila pada saat itu juga 
ditetapkan oleh petugas hukum, bahwa perbuatan itu melanggar pertimbangan 
hukum, mengancam keselamatan masyarakat. 
Saat sekarang ini seiring dengan maraknya perbuatan Illegal logging, maka 
sejak tahun 2013 disahkanlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
                                                             
4
  R. Soepomo, penerbit;Bab-bab tentang Hukum Adat, h 116 
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Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Undang-undang ini sebagai 
pengganti dari Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Ilegal 
logging sebenarnya bukan hal yang baru, sudah ada sejak jaman penjajahan 
Belanda, disaat Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan Reglement Hutan 1865, 
Pemangkuan Hutan dan Eksploitasi Hutan.
5
Sebagai aturan pertama yang dibuat 
dan dijalankan Pemerintah Hindia Belanda ada 2 (dua) masalah yang muncul 
dalam pelaksanaan Reglement 1865 pada waktu itu, yaitu: 
1. Musnahnya hutan yang dikelola secara tidak teratur, disebabkan adanya 
pemisahan hutan yang dikelola tidak teratur. 
2. Banyaknya keluhan mengenai pembabatan hutan dalam pengadaan kayu  untuk 
rakyat, pembangunan perumahan, perlengkapan dan bahan bakar. 
Persoalan illegal logging kini sudah menjadi fenomena umum yang 
berlangsung di mana-mana. Illegal logging bukan merupakan tindakan haram yang 
dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. 
Fenomena illegal logging kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, 
melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiaanya pun membutuhkan 
banyak pihak terkait. Penegakkan hukum terhadap pelaku peredaran kayu tanpa 
dokumen (Illegal logging) belum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat 
Undang- Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Pengrusakan Hutan, karena di samping keterbatasan dari aparat penegak hukum 
juga banyaknya pihak yang terlibat mulai dari oknum aparat desa, kecamatan 
                                                             
5
 Nyoman Nurjaya,”Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia”, Jurnal Hukum, 
Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, 2005. Dikutip dari CD Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu 
Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang 
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maupun backing dari pihak TNI/Polri sendiri. Aktivitas peredaran kayu tanpa 
dokumen yang sudah jelas merugikan Negara dari segi pendapatan Negara maupun 
segi perlindungan hutan. 
Pemerintah sudah mengatur mengenai prosedur pemanfaatan hasil hutan 
sesuai yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/Kpts-
II/2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal 
dari Hutan Negara. Tidak terbayarnya pajak kepada negara berupa Provisi Sumber 
Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai 
intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No. 51 tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana 
Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan 
pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
dari hutan alam yang berupa kayu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 
2002 tentang Dana Reboisasi.
6
 
Pelanggaran ini dalam hukum positif akan dikenakan sanksi pidana berupa 
pidana penjara Menurut pendapat Zain bahwa istilah “kerusakan hutan” yan dimuat 
dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan 
bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu, 
pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari 
pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. 
                                                             
6
 HendroKusmayadi.”Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana 
Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah PolresBerau”,Program Studi Magister Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (Malang, 2013), h. 3-4. 
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Kedua, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu 
tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa 
adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan. 
 Pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk 
melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada 
pelaku secara kumulatif. Sebagaimana termuat dalam Pasal 11 dan 82 sampai 103 
UU No. 18 tahun 2013. Terjadinya putusan bebas (verjspraak) yang dijatuhkan 
oleh hakim, pada Pasal 191 ayat 1 KUHAP, jika pengadilaan berpendapat bahwa 
dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa 
diputus bebas. Dengan demikian dalam kasus korupsi dan illegal logging, sangat 
susah untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Illegal 
logging tidak ada definisi secara tegas dalam aturan perundang-undangan. 
Pada praktek pembrantasan dan penegakan hukum, mengalami perluasan 
makna, yakni rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, 
pengelolaan hingga jual beli, (Ekspor) kayu yang tidak sah, bertentangan dengan 
hukum dan menimbulkan kerusakan hutan.
7
 
Demikian esensi dari tindak pidana illegal logging, bahwa tindakan itu 
menyebabkan kerusakan hutan yang secara tidak langsung merusak ekosistem yang 
ada dan kelestarian fungsi hutan terganggu, kemudian terabaikanya HAM. Dalam 
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 Nurdjana, dkk., Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi, (Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar, 2005), h.16  
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hal ini dilanggarnya hak-hak masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan baik.
8
 
Didalam Al-Qur‟an dan Hadits juga dijelaskan mengenai pemeliharaan lingkungan 
hidup merupakan penentu keseimbangan alam diantaranya QS. Al-Qashash ayat 
77, Allah berfirman:  
 َأَو اَي ْن ُّدلا َنِم َكَبيِصَن َسْن َت لاَو َةَرِخلآا َرا َّدلا ُهَّللا َكَاتآ اَميِف ِغَت ْباَو ِغْب َت لاَو َكْيَلِإ ُهَّللا َنَسْحَأ اَمَك ْنِسْح
 َنيِدِسْفُمْلا ُّب ُِيُ لا َهَّللا َّنِإ ِضْرلأا فِ َداَسَفْلا 
Terjemahannya: 
“...Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (kenikmatan)duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan”.9 
 
Kemudian QS.Asy syu‟ara‟ ayat 183, Allah juga berfirman :  
 ِضْرَْلأا فِ اْو َثْع َت َلاَو ْمُهءاَيْشَأ َساَّنلا اوُسَخْب َت َلانيِدِسُْفم  
Terjemahannya: 
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah  
kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.10  
 
Selain itu, Nabi Muhammad juga memberi pesan dan peringatan kepada 
seluruh umatnya terkait masalah lingkungan dalam haditsnya : 
ق َف ًاعْرَز ُعَرَْزي ْوَأ اًسَْرغ ُسِرَْغي ٍِلَّْسُم ْنِم اَم َ هلََّسَو ِهَْيَلع ُ هللَّا هلََّص ِ هللَّا ُلوُسَر َلا ّل
ِ
ا ٌَةيم َِبَ ْوَأ ٌناَْسن
ِ
ا ْوَأ ٌْيَْط ُْهنِم ُُْكُأَي ا َنَكَ
َةقَدَص ِهِب َُلَ ٌٌ  
Artinya: 
                                                             
8
.Opini.“Menyikapi putusan bebas pelaku illegal logging”. http:// hukum. kompasiana. 
com/2010/07/22/menyikapi-putusan-bebas-pelaku-ilegal-logging-201560.html diakses pada 11 
Desember 2013.  
 
9
 Departemen Agama Republik (Semarang : PT.Karya Toha Putra,1986) dikutip dari 
CD. Aṣhabul muslimin 
10
 Muhammad Naṣiruddin Al-Albani, Ṣunan abu daud,(Riyadh : Maktabah Al-Ma‟arif, ) 
Jilid.3,cet.1, 1419 H/1998 M. h.327 
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Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah seorang muslim menanam sebuah 
pohon atau sebuah tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau 
binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah”.11 
Berangkat dari berbagai uraian latar belakang di atas,penulis melihat sebuah 
permasalahan kemudian berniat untuk memberikan sedikit sungbangsih pemikiran 
dari analisis-analisis yang kiranya masih perluh lebih diasah, untuk menjawab   
permasalahan dalam suatu penelitian dengan mengangkat tema ” Penerapan Pidana 
yang Dilakukan oleh Masyarakat Adat Terhadap Penebangan Pohon (Ilegal 
Loging) dalam Prespektif Hukum Islam (Study Kasus Pengadilan Negeri Sinjai)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dikemukakan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pengakuan hak-hak masyarakat adat terhadap penebangan 
pohon di  Sinjai? 
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap penebangan pohon yang 
dilakukan oleh masyarakat adat? 
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penebangan pohon yang di 
lakukan oleh Masyarakat Adat? 
C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian 
1. Deskripsi fokus 
                                                             
11 Muhammad Naṣiruddin Al-Albani,Ṣaḥiḥ sunan abu daud, h.327 
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Demi menghindari kesalah-pahaman dalam mendenifisikan dan memahami 
penelitian ini, maka penulis akan memaparkan beberapa variabel yang dianggap 
penting. Antara lain : 
a. Penerapan hukum pidana terhadap masyarakat adat 
b. Prespektif hukum Islam dalam pandangan masyarakat adat 
2. Fokus penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sinjai 
 
D. Kajian Pustaka  
Eksitensi kajian pustaka dalam poin ini dimaksudkan memberi pemahaman 
serta penegasan bahwa terdapat beberapa buku menjadi rujukan dan tentunya 
relevan atau terkait dengan judul skripsi ini yaitu: Penerapan Pidana Yang 
Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Terhadap Penebangan Pohon (Ilegal Loging) 
Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Pengadilan Negeri Sinjai). Buku yang 
menjadi rujukan dalam pembuatan skripsi ini yakni sebagai berikut: 
1. Salim, Dalam bukunya membahas tentang Dasar-dasar Hukum Kehutanan 
2. Abdul Hakim, Dalam bukunya membahas tentang Pengantar Hukum 
Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah 
3. Drs. Freddy Tengker, SH. Dalam bukunya  Asas-asas dan Tatanan Hukum 
Adat. 
 
Selain buku-buku diatas masih banyak literatur-literatur yang peneliti 
gunakan dalam penulisan skripsi ini 
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
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1. Tujuan 
a. Untuk mengetahui pengakuan hak-hak masyarakat adat terhadap 
penebangan pohon di  Sinjai. 
b. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap penebangan pohon 
yang dilakukan oleh masyarakat adat. 
c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penebangan pohon 
yang dilakukan oleh masyarakat adat. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi 
pelaksana penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya 
dan masukan serta sumbang dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana. 
b. Kegunaan praktis  
Memberikan informasi secara ilmiah  bagi masyarakat umum sehingga 
diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang sistem pemidanaan 
terhadap masyarakat sebagai pelaku tindak pidana,dan dengan adanya informasi 
tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat. 
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BAB II 
KERANGKA TEORITIS 
A. Pengertian Masyarakat Adat 
Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-
usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas 
tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, 
dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. 
B. Hukum Adat 
1. Pengertian 
Hukum adat merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari Bahasa 
Belanda. Pada mulanya hukum adat itu dinamakan adat recht oleh Snouchk 
Hurgronje dalam bukunya yang berjudul De Atjehers Buku ini artinya adalah 
orang-orang aceh. Mengapa, karena pada masa penajajahan Belanda orang Aceh 
sangat berpegang teguh pada hukum islam yang saat itu dimasukkan kedalam 
hokum adat. 
Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan 
hukum kebiasaan, artinya kebiasaa-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. 
Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah 
perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.
12
 
 
2. Sumber Hukum Adat 
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 Setuady, Tholib Intusari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan) Bandung, 
Alfabeta. 2008  
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Dalam membicarakan sumber hukum (Adat) diangggap penting terlebih 
dahulu dibedakan atas dua sumber hukum yaitu Welborn dan Kenbo 20. Wellborn 
adalah sumber hukum (Adat) dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat 
dalam arti Welborn tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadailan yang 
hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan perkataan lain Welborn itu adalah konsep 
tentang keadilan suatu masyarakat, seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia. 
Sedangkan Kenborn adalah sumber hukum (Adat) dalam arti dimana hukum (Adat) 
dapat diketahui atau ditemukan. Dengan kata lain sumber dimana asas-asas hukum 
(Adat) menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat 
diketahui. Kenborn itu merupakan penjabaran dari Welborn. Atas dasar pandangan 
sumber hokum seperti itu, maka para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai 
kaidah berpendapat sumber hukum dalam arti Kenborn itu adalah: 
a. Adat/kebiasaan 
b. Yurisprudensi 
c. Norma-norma Hukum Islam yang telah meresap 
3. Macam-macam Delik Hukum Adat dan Bentuk Sanksinya 
Hukum adat sebagai hokum yang hidup, (living law) dikonsepsikan sebagai 
suatu system hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris 
masyarakat pada masa lalu yang dianggap adil atau patu dan telah mendapatkan 
legitimasi dari penguasav adatsehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat 
normativ). Proses kepatuhan terhadap hukum adat mula-mula muncul karena 
adanya asumsi bahwa setiap manusia sejak lahir telah diliputi oleh norma-norma 
13 
 
 
yang mengatur tingka laku personal untuk setiap perbuatan hukum dan hubungan-
hubungan hukum yang dilakukannya dalam suatu interaksi harmonis.
13
 
Norma hukum menetapkan pola hubungan-hubungan antara manusia dan 
juga merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat kedalam pola-pola 
tertentu. Sehingga ada batasan-batasan yang jelas tentang pola-pola prilaku yang 
bertentangan dengan nilai-nilai yang telah diterima oleh masyarakat yang 
bersangkutan. 
Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan 
hukum adat merupakan perbuatan illegal, dan hukum mengenal ikhtiar-ikhtiar 
untuk memperbaiki hukum adat inilah yang lazimnyadisebut dengan delik adat.
14
 
4. Wewenang Serta Proses penyelesaian penjatuhan sanksi adat 
Sengketa atau konflik merupakan sebuah fenomena social didalam 
pergaulan masyarakat. Jadi, dalam kehidupan social/bermasyarakat tentunya 
pastinya akan timbul konflik. Sebetulnya konflik dapat berimplikasi positif, yakni 
dapat membantu individu-individu maupun kelompok-kelompok yang berkonflik 
tersebut menjadi lebih erat hubungannya.
15
 
Didalam masyarakat tradisional (adat) konflik yang timbul biasanya 
diselesaikan dengan cara-cara perdamaian. Hal ini dilakukan untuk mencegah 
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 J.H.A Logeman mengemukakan bahwa kaidah-kaidah dalm kenyataannya terwujud 
didalam keputusan hukum dimana kaidah tersebut terwujud  didalam pergaulan hidup manusia”. 
Lihat Purnadi purbacaraka dan Soerjono Soekanto,Perihal kaidah hukum, Bandung Alumni h. 90 
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 Ter Haar Bzn, asas-asas dan susunan hukum adat (Beginselen en Stelsel van het 
adaterech) 
15
 Sahetapy, J.E, Suatu Study Kasus Mengenai Ancaman Pidana Terhadap Pembunuhan 
Berencana, Jakarta Rajawali, 1981 
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terjadi permusuhan, pertikaian, perpecahan (disintegrasi) dan sebagainya, dalam 
menyelesaikan suatu konflik.
16
 
C. Ilegal Loging 
1. Pengertian Illegal Logging 
Illegal logging berdasarkan terminologi berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu 
illegal berarti perbuatan yang tidak sah (melanggar), sedangkan logging. Berarti 
kegiatan pembalakan kayu sehingga illegal logging diartikan sebagai 
perbuatan/kegiatan pembalakan kayu yang tidak sah. Pengertian illegal logging 
dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan) tidak didefinisikan secara jelas illegal 
logging dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan illegal logging. Kategori illegal 
logging menurut Pasal 50, antara lain: mengerjakan, menggunakan dan menduduki 
kawasan hutan secara tidak sah (ilegal), merambah kawasan hutan, membakar 
hutan dll. pengertian illegal logging dijelaskan secara tidak eksklusif dalam UU, 
namun pengertiannya bukan hanya menyangkut pembalakan kayu melainkan lebih 
luasnya yaitu perusakan hutan. Setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembalakan 
liar memiliki definisi yang jelas yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan 
kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
17
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Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar menurut 
pengertian lain adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu 
yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.
18
 Secara praktek, 
illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di 
samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, 
termasuk proses ekpor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai 
sebelum kayu dijual di pasar legal. Faktor Penyebab Illegal logging Illegal logging 
dapat disebabkan oleh beberapa hal:  
a. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan 
persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan 
kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya 
permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan 
kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu 
dalam negeri/konsumsi lokal.Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan 
luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri 
perkayuan (illegal logging). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan 
kebutuhan kayu ini mendorong praktek illegal logging di taman nasional dan 
hutan konservasi. 
b. Tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 
yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri 
Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang 
Sistem Silvikultur dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi. 
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 “Penebangan Liar”, (http://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan_liar), Diakses 20 Februari 
2014. 
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Ketidak sinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak 
pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun
19
 dengan 
jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk 
hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun.
20
Hal demikian menyebabkan 
pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap 
melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang 
telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak 
terjaga akibat illegal logging .  
c. Lemahnya penegakkan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana 
illegal logging . Selama ini, praktekillegal logging dikaitkan dengan lemahnya 
penegakkan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan 
masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para 
cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, 
masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 
Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dianggap tidak memiliki “taring” 
untuk menjerat pelaku utama illegal logging , melainkan hanya menangkap 
pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang 
korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek illegal 
logging . 
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 Peraturan Pemerintah  Nomor 21 Tahun 1971 Pasal 10 ayat  (2)  tentang  Hak 
Pengusahaan     Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan. 
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 Pasal 7 ayat (1)  Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan  Nomor  309 / Kpts II / 
1999  tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. 
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d. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak 
Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, 
tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan pemerintah 
daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. 
Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi 
berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di 
daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan.Dalam kontek inilah terjadi 
tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 
Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain 
pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan 
alam daerahnya, termasuk hutan guna memenuhi kebutuhan daerahnya. 
Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam 
kehutanan.Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di 
dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk 
kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para 
pemodal.
21
 
Banyaknya kasus didaerah-daerah, dimana seseorang hanya sekedar untuk 
memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dengan cara menebang sebatang 
kayu di hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana illegal 
loggingbila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan akan menimbulkan permasalahan 
baru yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (criminal policy) 
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 “Illegal logging,” Penyebab dan Dampaknya, (http:// www 2. kompas. com/ kompas 
cetak / 0309/ 16/opini/563606.htm), Diakses 20 februari 2014). 
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sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat (social welfare),menjadikan pemikiran cukup adilkah 
mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan 
hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan 
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 
2. Dampak Illegal logging Penebangan hutan  
Secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di 
Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat 
sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan 
tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan 
hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. 
Adapun dampak Illegal logging sebagai berikut:  
a. Dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan 
wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor.  
b. Illegal logging juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah 
perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air 
sekarang habis dilalap para pembalak liar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di 
daerah sekitar hutan kekurangan air bersih dan air untuk irigasi.  
c. semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur 
sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang 
subur semakin berkurang. Jadi secara tidak langsung Illegal logging juga 
menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur di daerah pegunungan dan 
daerah sekitar hutan.  
19 
 
 
d. Illegal logging juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, 
erosi, konflik di kalangan masyarakat, rendahnya pendapatan negara dan, 
kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh 
pihak terkait. 
e. dampak yang paling kompleks dari adanya Illegal logging ini adalah global 
warming yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan 
ketakutan yang mendalam dan semakin langkanya orang utan.
22
 
D. Tindak Pidana Dalam Bidang Kehutanan.  
Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 
dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang 
diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang 
melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, 
sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.
23
 Secara umum 
tindak pidana dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, yaitu :  
1. Tindak Pidana Umum, dimana perundang-undangannya diatur dalam KUHP 
yang terdiri dari 3 buku, 49 Bab, serta 569 pasal – pasal yang tercantum dalam 
KUHP. Dalam isi pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku I KUHP 
disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini 
berlaku juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan 
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lain, kecuali kalau ada undang-undang (wet) tindakan umum pemerintahan 
Algemene maatregelen van bastur atau ordonansi menurut peraturan lain.  
2. Sedangkan bentuk tindak pidana yang kedua adalah bentuk Tindak Pidana 
diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yang disebut juga dengan 
Tindak Pidana Khusus, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang diluar 
KUHP, seperti :  
a. Undang-Undang Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999.  
b. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2001.  
c. Undang-Undang Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 97. 
Tindak Pidana Kehutanan tergolong dalam salah satu Tindak Pidana 
Khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang 
Umum. Sedikit gambaran tentang Tindak Pidana Khusus menurut hemat penulis 
adalah sebuah awal yang baik. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah 
bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada 
penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang 
mengatur substansi tertentu. Contoh: UU Nomor 9 tahun 1976 tentang Tindak 
Pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus. Setelah UU No 9 tahun 1976 
dicabut dengan UU No 22 tahun 1997 tidak terdapat penyimpangan maka tidak lagi 
menjadi bagian tindak pidana khusus. Demikian juga UU No 32 tahun 1964 
tentang Lalu Lintas Devisa telah dicabut dengan UU No 24 tahun 1999 tentang 
Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Uang. Sehingga undang-undang yang 
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mengatur tentang Lalu Lintas Devisa ini tidak lagi merupakan tindak pidana 
khusus. 
Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup tindak hukum tindak pidana 
khusus : 
1. Hukum Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955)  
2. Tindak Pidana Korupsi  
3. Tindak Pidana Terorisme  
Tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana khusus yang lebih khusus 
dari kedua tindak pidana khusus lainnya. Tindak pidana ekonomi ini dikatakan 
lebih khusus karena aparat penegak hukum dan pengadilannya adalah khusus untuk 
tindak pidana ekonomi. Misalnya Jaksanya harus jaksa ekonomi, Paniteranya harus 
panitera ekonomi dan hakim harus hakim ekonomi demikian juga pengadilannya 
harus pengadilan ekonomi. Adapun Pengertian dari Tindak Pidana Bidang 
Kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana 
perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Yang 
termasuk perbuatan melawan hukum, yang digolongkan sebagai tindak pidana 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985, tepatnya pada pasal 18 dan 
Pasal 40 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990, dibagi 2 (dua) macam perbuatan 
pidana, yakni apa yang tergolong dalam :
24
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Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dianalisis dari 2 (dua) 
segi, yakni segi kualitatif (kualitas) dan kuantitatif (jumlah). Secara Kualitatif, 
kejahatan merupakan delik hukum (rechts delict) yang maksudnya adalahperbuatan 
yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran merupakan delik 
undang-undang (perbuatan yang melawan apa yang diatur dalam undang-undang). 
Wet delict atau dengan kata lain bermakna perbuatan yang oleh umum baru disadari 
dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik dan undang-
undang mengancamnya dengan pidana.  
Kajian pidana dari segi kuantitatif didasarkan pada segi hukumnya atau 
ancaman pidananya. Kejahatan mendapat hukuman lebih berat dibandingkan 
dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Perbuatan pidana di 
bidang kehutanan  menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang 
Perlindungan Hutan membagi perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan 
dalam bidang kehutanan dalam pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang 
berbunyi sebagai berikut : 
25
 
 Ayat (1) pasal 18 :  
  ”Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) atau 
pasal 9 ayat (2) dalam hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung”. 
 Ayat (2) Pasal 18 : 
 “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) atau 
pasal 9 ayat (2) dalam hutan yang bukanlima) tahun atau denda sebanyak– 
banyaknya Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah )”. 
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 Ayat (3) Pasal 18 :  
“Barang Siapa : melanggar ketentuan pasal 5 ayat (2) atau pasal 7 ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) atau pasal 8 ayat (2) atau karena kelalaiannya menimbulkan 
kebakaran hutan, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”. 
Pembakaran hutan dengan kewenangan yang sah, misalnya pembakaran 
untuk kepentingan membuat rumput untuk kepentingan satwa atau persiapan 
penanaman pohon hutan. Unsur perbuatan dalam bidang kejahatan yang dimaksud 
dalam pasal 18 Ayat (1) tentang barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 6 
Ayat (1), berarti Dilarang mengerjakan, menduduki kawasan hutan dan hutan 
cadangan tanpa izin Menteri. Kegiatan mengerjakan hutan meliputi kegitan 
eksploitasi dan tanah hutan. Sedangkan yang dikatakan sebagai kawasan hutan 
adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan yang telah ditetapkan 
menjadi hutan. Tentang kawasan hutan diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Ditinjau dari segi bentuknya, kawasan 
hutan dibedakan menjadi empat, yaitu :  
1. Hutan Lindung  
2. Hutan Produksi  
3. Hutan Suaka Alam  
4. Hutan Wisata.26 
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Untuk menentukan status hukum kawasan hutan itu harus dilakukan 
pengukuhan hutan ciri khas kawasan hutan dimana sebelumnya harus mengikuti 
beberapa prosedur, yang antara lain sebagai berikut :  
1. Harus ada penetapan dari Menteri Kehutanan, yang dituangkan dalam surat 
Keputusan Menteri Kehutanan.  
2. Telah ada penetapan kawasan hutan.  
Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, yang 
dimaksud dengan hutan cadangan adalah:“ Hutan yang berada diluar kawasan 
hutan, yang peruntukkannya belum ditetapkan, dan bukan hak milik. Apabila 
diperlukan, hutan cadangan ini dapat dijadikan hutan tetap. Menteri yang dimaksud 
adalah atas sepengetahuan dan seizin Menteri Kehutanan (MenHut) Republik 
Indonesia. Pasal 9 Ayat (2 UU Nomor 41 Tahun 1999) menjelaskan bahwa 
perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan adalah : “ Setiap orang dilarang 
melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat-pejabat 
yang berwenang, dalam hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung. Pasal 
10 ayat (1) bermaksud menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang membakar hutan 
dengan kewenangan yang sah. Sedangkan penjelasan untuk pasal 18 ayat (2) yang 
menyebutkan bahwa rumusan kejahatan atau tindak pidana di bidang kehutanan 
menurut pasal 6 ayat (1) adalah sama dengan penjelasan pada point sebelumnya 
diatas, ditambah lagi dengan kata “atau “ pasal 9 ayat (2) yang berbunyi sebagai 
berikut :“ Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan 
tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dalam hutan yang bukan hutan lindung “. 
Yang dikatakan sebagai pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pasal 10 
Ayat (1), yang bermaksud menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang membakar 
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hutan kecuali dengan kewenangan yang sah“. Pembakaran hutan dengan 
kewenangan yang sah misalnya : pembakaran hutan untuk kepentingan membuat 
rumput atau kepetingan persiapan penanaman pohon hutan.
27
 
Pada point pasal 18 ayat (3) diatas, unsur-unsur kejahatan dalam bidang 
kehutanan yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2), berbunyi “Dilarang 
menggunakan kawasan hutan menyimpang dari fungsi dan peruntukkannya dan 
tanpa persetujuan Menteri”. Sedangkan untuk perbuatan pelanggaran, menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985, Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5), yang 
berbunyi :  
 Pasal 18 Ayat (4) :  
“Barang Siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) : 
“Kecuali dengan kewenangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, setiap orang dilarang memotong, memindahkan, merusak atau 
menghilangkan tanda batas hutan ”.  
 Pasal 18 Ayat (5):  
“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau 
Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.  
Dalam pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 dicantumkan berbagai perbuatan 
yang dilarang dilakukan oleh setiap orang atau orang-orang tertentu yang berkaitan 
dengan kehutanan. Artinya kalau perbuatan tersebut tetap dilakukan dapat diartikan 
orang tersebut telah melakukan tindak pidana di bidang Kehutanan. Termasuk juga 
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pada Pasal 38 ayat 4 disebutkan tentang larangan melakukan penambangan dalam 
kawasan hutan lindung secara terbuka. Lebih tegas disebutkan dalam Pasal 78 UU 
No. 41 Tahun 1999 tentang ancaman hukuman pidana yang dapat dikenakan 
terhadap orang-orang yang terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang 
sebagaimana disebut dalam Pasal 50 dan Pasal 38 ayat (4). Segala bentuk tindak 
pidana, baik itu berupa pelanggaran maupun kejahatan yang diatur dalam Pasal 50 
tersebut diantaranya berbunyi :  
 Ayat (1) Pasal 50  :  
“Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan”. 
Yang dimaksud dengan orang adalah Subjek Hukum, baik orang pribadi, badan 
hukum maupun badan usaha. Prasarana pelindungan hutan misalnya  pagar-pagar 
batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas dan jalan pemeriksaan.  
 Ayat (2) Pasal 50  : 
“Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan , izin usaha 
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatn hasil hutan kayu dan bukan 
kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan 
kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”. Yang dimaksud dengan kerusakan 
hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayati, yang menyebabkan 
hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. 
Penyebab terjadinya kerusakan pada hutan yaitu : 
a. Pembakaran Hutan 
Pada prinsipnya, pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara 
terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yan tidak dapat 
dielakkan , antara lain pengendalian kebakaran hutan Pelaksanaan pembakaran 
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hutan secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari ,dan lain lain pejabat 
berwenang. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dikenakan kepada pelaku 
pembaaran hutan baidengan sengaja, atau terjadi kelalaian dari sipelaku.
28
 Dalam 
hal ini terdapat 4 (empat) bentuk terjadinya pembakaran hutan yang diidentifikasi 
sebagai berikut :  
1. Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada 
kewenangan atau izin untuk berada di dalam kawasan hutan.  
2. Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat 
memasukkan kawasan hutan tanpa izin yang berwenang.  
3. Tindakan membakar hutan denan sengaja dilakukan Badan Hukum atau orang 
yang diizinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada dalam kawasan 
hutan. 
4. Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang atau Badan 
Hukum yang diizinkan melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan oleh 
pihak yang berwenang. Sesuai prinsip dan aturan hukum, bahwa setiap orang 
atau Badan Hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan membakar hutan 
kecuali dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah untuk tujuan-tujuan yang 
ditentukan, misalnya:  Pembakaran hutan untuk kepentingan pembuatan padan 
rumput makanan ternak atau Pembakaran dilakukan untuk kepentingan 
persiapan lokasi penanaman pohon di kawasan hutan.  
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Pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan yang 
dikehendaki dan telah meeperoleh persetujuan pemerintah yang dinyatakan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, diletakkan suatu 
kewajiban didalam hukum perlindungan hutan, bahwa setiap orang wajib ikut serta 
didalam usaha pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan. 
b. Perizinan  
Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan 
tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.Yang dimaksud dengan 
pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang 
oleh undang-undang unuk memberikan izin. Sedangkan yang dimaksud dengan 
hasil hutan adalah segala hasil-hasil yang berasal dari hutan, berupa tumbuh- 
tumbuhan (flora), satwa (fauna). Hasil hutan yang berupa tumbuhan, misalnya: 
batang kayu, ranting kayu, rotan, bambu, pohon, sagu, pohon aren, rumputan, 
bunga, damar, minyak kayu, getah kayu, dan jenis tumbuhan lainnya. Hasil hutan 
berupa satwa, misalnya pada: hewan jenis mamalia, jenis aves, jenis melata, jenis 
serangga, jenis ikan dan coral. Baik satwa maupun tumbuhan memiiki spesifikasi 
dan keunikan sehingga berbagai spesies diantaranya dilindungi dan dijaga dari 
bahaya kepunahan. 
c. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal 
dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; 
d. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi bahan tambang di 
dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.. 
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Yang dimaksud dengan penyelidikan umum adalah penyelidikan secara 
geologi umum atau geofisika di daratan, perairan, dan dari udara, dengan maksud 
untuk membuat peta gelgi umum atau untukmenetapkan tanda-tanda adanya bahan 
galian. Eksplorasi adalah segala penyelidikan gelgi pertambangan untuk 
menetapkan lebih teliti dan lebih seksama adanya bahan galian dan sifat 
letakannya. Sedangkan eksploitasi adalah kegiatan menambang untuk 
menghasilkan bahan galian dan pemafaatannya.  
e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tida dilengkapi 
bersama-sama dengan surat-surat keterangan sahnya hasil hutan. 
Penjelasan yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama“ adalah 
bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada 
waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah 
sebagai bukti.  
f. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara 
khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang 
berwenang menetapkan tempat-tempat yang khusus untuk kegiatan 
penggembalaan ternak dalam kawasan hutan.  
g. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga 
akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa 
izin pejabat yang berwenang; Yang dikategorikan sebagai alat-alat berat untuk 
mengangkut dalam Undang-Undang Kehutanan ini, antara lain berupa Traktor, 
Buldozer, Truk, Logging, Truck, Trailer, Crane, Tongkang, Perahu Klotok, 
Helikopter, Jeep, Tugbat, dan Kapal.  
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h. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau 
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; 
yang tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah yang membawa alat-alat seperti 
parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya sesuai dengan tradisi budaya 
serta karakteristik daerah setempat.  
i. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan, 
serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam 
kawasan hutan;  
j. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar 
yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa 
izin dari pejabat yang berwenang Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa 
dan mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi diatur sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
E. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kehutanan  
Sanksi adalah perbuatan sebuah akibat ataupun konsekuensi yang harus 
diterima dan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana sebagi bentuk pertanggung 
jawaban dalam koridor hukum. Perbuatan yang tercela oleh masyarakat 
dipertanggung jawabkan kepada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif 
terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Tentunya orang 
yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. 
Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa atau si pelaku 
haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
1. Mampu bertanggung jawab  
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2. Dengan sengaja atau alpa.  
3. Tidak ada alasan pemaaf.29 
Sanksi haruslah dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita 
melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik, 
memandang bahwa hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas 
tertinggi di dalam masyarakatnya.
30
Bila diamati perkembangan hukum pidana 
dewasa ini di Indonesia, terutama undang-undang pidana khusus, atau perundang-
undangan pidana diluar KUHP terdapat suatu kecenderunganpenggunaaan sistem 2 
(dua) jalur dalam stelsel sanksinya, yang berarti sanksi pidana dan saksi tindakan 
diatur sekaligus.
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 Sistem Pemidanaan Dua Jalur (Double Track System) merupakan sistem 
jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni sanksi pidana di satu pihak dan 
jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun ditingkat praktek, perbedaan antara 
sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun ditingkat ide dasar 
keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber pada ide dasar 
mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar 
untuk apa diadakan pemidanaan itu .
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Dari sudut ide dasar double track system, kesetaraan kedudukan sanksi 
pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan 
kedua sanksi tersebut secara tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang 
integral dan seimbang (sanksi pidana dan sanksi tindakan), selain menghindari 
penerpaan sanksi yang fragmentalistik (yang terlalu menekankan pada sanksi 
pidana), juga menjamin sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi 
yang bersifat fungsional.  
1. Hukuman Penjara 
Hukuman penjara berupa hukuman seumur hidup selama waktu tertentu 
(Pasal 12 Ayat (1) KUHP) dengan maksimal pedana penjara selama waktu tertentu 
adalah 20 Tahun (Pasal 12 ayat (3) KUHP, sedangkan hukuman penjara yang 
berkaitan dengan kehutanan diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 dan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1985. Untuk itu, perbuatan yang dikenakan sanksi atau hukuman penjara juga dapat 
dikenakan denda. Berikut ini adalah jenis-jenis perbuatan pidana menurut Pasal 78 
UU No.41 Tahun 1999 .
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2. Hukuman Kurungan 
 Hukuman kurungan merupakan hukuman atas kemerdekaan seseorang 
yang lebih ringan dari hukuman penjara. Dalam Undang-Undang Kehutanan 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang hukuman kurungan tidak ada diatur, namun diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, 
yakni pada pasal 18 Ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).  
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3. Hukuman Denda 
Besarnya biaya denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan 
pidana yang dilakukan seseorang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-
Undang Kehutanan, yakni pada Pasal 78 Ayat (1) sampai dengan Ayat (11). 
F.  Sanksi Pidana Terhadap Illegal Logging Menurut Hukum Islam 
Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang 
sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia. 
Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki pula peran 
yang sangat penting atas kelangsungan hutan. Undang - undangkehutanan telah 
memberikan peran kepada manusia untuk memberikan perannya dalam 
pengelolaan hutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf a UU 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 
dinyatakan : “masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, 
termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan”. Hak atas 
lingkungan yang sehat dan baik ini berkaitan dengan hak atas mencari dan 
memperoleh informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan ayat (2) 
huruf a.
34
 Selain peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi adanya 
dugaan telah terjadinya perusakan hutan, setia orang mempunyai hak untuk 
berperan dalam rangka pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hak atas lingkungan merupakan hak subjektif setiap 
manusia yang harus dipertahankan untuk mendapatkan perlindungan terhadap 
adanya gangguan dari luar. Heinhard Steiger c.s menyatakan bahwa Allah 
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menciptakan lingkungan semesta alam yang indah, damai, manfaat, yang diatur 
manusia. Merupakan kewajiban penting bagi manusia untuk memelihara habitat 
atau lingkungan semesta alam.  
Sebagaimana pentingnya menyeru manusia supaya berpikir tentang ayat-
ayat Allah Ta‟ala akan kejadian alam semesta, yang diciptakan dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya.
35
 Allah Ta‟ala berfirman dalam Q.S. Qaaf ayat 7:  
 ٍجوُُرف هِم َاَهل اَمَو َاهاَّىَّيَزَو َاهَاىَْيَىب َفْيَك ُْمَهقَْىف ءاَم َّسلا َیِلإ اوُُرظَىي َْمَلفأ  َوْدَدَم َضْرْلْاَو َاىَْيقْلأَو َاها
 ٍجيَِهب ٍجْوَز ِّلُك هِم َاهِيف َاىَْتبوأَو َيِساَوَر َاهِيف   ٍبِيى ُّم ٍدْبَع ِّلُكِل یَرْكِذَو ًةَرِصَْبت 
Terjemahannya: 
“Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-
gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman 
yang indah dipandang mata”.36 
Dalam pandangan Islam, lingkungan sebagai penguat pada sudut pandang 
Al-Qur‟an yang universal tentang alam semesta, yang menegaskan bahwa di sana 
terdapat hubungan erat dan timbal balik antara manusia dan unsur-unsur alam 
semesta. Sedangkan titik temunya adalah terpancarnya keyakinan bahwa jika 
manusia berbuat buruk atau menggunakan unsur-unsur habitat alam secara 
membabi buta, maka alam pun akan meledak mengakibatkan kerusakan secara 
langsung.
37
 Syariat Islam datang membawa aturan pada setiap manusia yang hidup 
di atas muka bumi, agar jangan sampai membawa kerusakan dalam bentuk apapun 
pada semesta ini.  
                                                             
35
 Ibn Manzhur, Lisan al-„Arab (Bierut : Dar al-Shadir, 1986), Jilid 2 h.216. 
36
 Departemen Agama Republik Indonesia, AlQur‟an dan Terjemahnya,h.754 
37
 Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir Min 
Ibnu Kaṡir, diterjemahkan oleh M.Abdul Ghofar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul Tafsir Ibnu 
Katsir Jilid 7,Op.Cit, h.507 
35 
 
 
Sebagaiman termuat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad : 
  َّدَح  َبَْخأِقا َّز َّرلاُدْبَعا َ َن  َعٌرَمْعَماَوَر  َّلَصِهَّللُلُىُسََرلاَقَلاَقٍساَّبَِعىْبِاىَعَتَمِرْكِعْىَعٍِربا  َراَرِضَلَُوَرَرَضَلََمَّلَسَىِهْيَلَُعهَّللا  
Terjemahannya: 
”Telah menceritakan kepada kami Abdur-Razzaq telah mengabarkan 
kepada kami Ma‟mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata;   
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan 
tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya”.38 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Metode Pendekatan  
Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legitis positivis. Konsep ini 
memandang hukum identic dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan 
oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu, konsep ini juga memandang 
hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari 
kehidupan masyarakat.
39
 
B. Spesifikasi Penelitian  
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analisa. Sebagai 
ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai 
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma 
hukum.
40
Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek 
yang diteliti dengan asas hukum, kaidah hukum dan berbagai pengertian hukum 
yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu materi penelitian melihat 
pada inventarisasi hukum positif, dimana itu merupakan kegiatan pendahuluan 
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yang sangat mendasar. Sebelum menemukan norma hukum positif apa yang 
berlaku.
41
 
C. Sumber Penelitian Hukum  
Peneliti dalam penelitian ini, akan mengumpulkan data sekunder untuk 
mendapatkan hasil yang objektif dari penelitian. Dari data sekunder tersebut dibagi 
menjadi:  
1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan 
perundang-undangan.  
2. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen- dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 
hukum, jurnal-jurnal hukum.  
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum 
primer dan skunder.
42
Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum. 
 
 
 
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum  
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Penulis melakukan pengumpulan data sekunder dari studi pustaka dan studi 
dokumen serta pengambilan data dari tempat objek. Metode Kepustakaan 
merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan mencari, mencatat, 
menginventarisasi, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka 
dan literatur. Studi kepustakaan dilaksanakan melalui tahap-tahap identifikasi 
bahan hukum yang diperlukan, yang meliputi bahan hukum primer, skunder, dan 
tersier, serta inventarisasi data yang diperlukan tersebut. Data yang sudah 
terkumpul, kemudian diolah melaui tahap pemeriksaan, penandaan, dan 
penyusunan secara sistematis. Tujuan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya 
adalah menunjukan dasar pemecahan permasalahan penelitian.
43
 
E. Metode Penyajian Bahan Hukum  
Bahan hukum yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif 
yang ditulis secara logis dan sistematis.  
F. Analisa Bahan Hukum  
Analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisa normatif kualitatif. 
Maksud dari normatif di sini adalah bertitik tolak pada peraturan perundang-
undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan maksud dari kualitatif adalah 
dengan analisa bahan hukum yang berasal dari bahan hukum sekunder. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sinjai. Kota Sinjai 
berjarak sekitar ±220 km dari Kota Makassar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 
819,96 km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 225.000 jiwa. 
Sinjai secara geografis terdiri atas dataran rendah di kecamatan Sinjai 
Utara, Tellu Limpoe dan Sinjai Timur. Selanjutnya daerah dataran tinggi dimulai 
dari Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan dan Sinjai Borong. Sedangkan 
kecamatan terunik adalah kecamatan Pulau Sembilan berupa hamparan 9 pulau 
yang berderet sampai mendekati Pulau Buton. 
Kabupaten Sinjai terletak di bagian pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan 
yang berjarak sekitar 223 km dari kota Makassar. Posisi wilayahnya berbatasan 
dengan Kabupaten Bone (bagian Utara), Teluk. Bone (bagian Timur), Kabupaten 
Bulukumba (di bagian Selatan) dan Kabupaten Gowa (di bagian Barat) .Luas 
wilayahnya berdasarkan data yang ada sekitar 819,96 km2 (81.996 ha). 
Secara administratif, Kabupaten Sinjai mencakup 9 (sembilan) kecamatan, 
13 kelurahan dan 67 desa, yaitu:  
1. Kecamatan Sinjai Utara, 6 kelurahan  
2. Kecamatan Sinjai Timur, 1 kelurahan dan 12 desa  
3.  Kecamatan Sinjai Tengah, 1 kelurahan dan 10 desa 
4. Kecamatan Sinjai Barat, 1 kelurahan dan 8 desa  
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5. Kecamatan Sinjai Selatan, 1 kelurahan dan 10 desa  
6.  Kecamatan Sinjai Borong, 1 kelurahan dan 7 desa  
7. Kecamatan Bulupoddo, 7 desa 
8. Kecamatan Tellu Limpoe, 1 kelurahan dan 10 desa  
9. Kecamatan Pulau Sembilan, 4 desa yang merupakan wilayah kepulauan Hasil 
Sensus  penduduk Kabupaten Sinjai berjumlah 228.879 jiwa. Dengan Kepadatan 
penduduk 286 jiwa/km² dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun 
0,79 persen/tahun. Berikut adalah penduduk Kabupaten Sinjai, sensus penduduk 
perkecamatan. 
1. Kecamatan Sinjai Barat : 22.985 jiwa 
2. Kecamatan Sinjai Borong : 15.901 jiwa  
3. Kecamatan Sinjai Selatan : 37.055 jiwa  
4. Tellu Limpoe : 31.448 jiwa  
5. Kecamatan Sinjai Timur : 28.971 jiwa  
6. Kecamatan Sinjai Tengah : 25.966 jiwa  
7. Kecamatan Sinjai Utara : 43.467 jiwa 
8. Kecamatan Bulupoddo : 15.681 jiwa  
9. Kecamatan Pulau Sembilan : 7.405 jiwa. 
 
B. Peranan Masyarakat Adat dalam Penanggulangan Ilegal Loging di 
Kabuaten Sinjai 
Masyarakat adat sebagai suatu fenomena sosial dengan segala hak-hak 
sudah ada semenjak adanya masyarakat yang mendiami Kepulauan Indonesia. 
Tidak sedikit pula diantara mereka melakukan pernah berpindah, pertanian dengan 
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sistem tebang bakar. Namun demikian masyarakat hukum adat tidak dapat 
dimasukkan dalam kategori perambah hutan. Mereka melakukan pertanian seperti 
itu secara turun-temurun dan sekedar untuk mempertahankan hidup yang 
sederhana. Mereka umumnya memiliki kearifan lingkungan yang secara naluriah 
dipertahankan pelestarian lingkungannya.  
Salah satu problematika yang ditemukan pemerintah saat ini adalah 
lemahnya daya dukung antara satu lembaga dengan lembaga lain setelah sistem 
monoloyalitas dicabut. Dengan lemahnya daya dukung di atas cendrung 
mengakibatkan kontrol menjadi longgar dan membuka peluang untuk terjadinya 
penyimpangan. Namun demikian aliran pesimistik yang ada di tengah masyarakat 
mengakui bahwa masih banyak pemimpin yang memiliki hati nurani dan mendapat 
tempat dihati warganya, termasuk pemimpin-pemimpin tradisional. Salah satu 
contoh pemimpin tradisional yang masih bertahan hingga dewasa ini adalah 
Lembaga Adat . 
Secara tradisional adat Karampuang telah mengenal lembaga sosial desa 
atau lembaga adat yang dipimpin oleh salah seorang pemangku adat yang bernama 
Arung {Raja}dalam  kesehariannya disebut Tomatoa, artinya orang yang dituakan. 
Sebagai suatu komunitas, tentuya kehadiran pemimpin sangat dibutuhkan sebagai 
tokoh yang mampu untuk mengayomi seluruh warganya dalam melaksanakan 
aktifitasnya. 
Ada pun strktur yang dilampirkan dibawah yaitu: 
42 
 
 
 
 Berdasarkan bagian diatas  yaitu 
1. Arung atau Tamatoa dalam kapasitasnya sebagai pemimpin adat dalam kawasan 
adat karampang, memiliki andil besar dalam mengurusi masyarakatnya bersama 
perangkat adat lainnya. 
2. Gella mempunyai peran untuk memperhatikan seluruh kehidupan masyarakat adat. 
3. Sanro diyakini sangat berperan memiliki kemampuan berhubungan dengan arwah 
leluhur. 
4. Guru adalah yang bertugas untuk menjauhkan Karampuang dari bencana melalui 
doanya yang diakui makbul. 
Apabila ada yang mencoba melanggar keputusan adat diatas maka sang 
pelanggar tersebut tidak akan diikutkan dalam aktifitas adat. Selain itu, segala 
kegiatannya tidak akan dihadiri oleh pemangku adat. 
Masyarakat adat telah berupaya memulihkan kekuatan hukum dan peradilan 
adat di beberapa komunitas masih dijalankan sanksi adat terhadap penebangangan 
Ana Malolo Arung 
Arung 
Arung 
 
Ade/Gella Ana Malolo Gella 
Sanro Guru 
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pohon yaitu berupa denda adat atau dikucilkan dari kampung, namun tidak lagi 
maksimal dikarenakan adanya Undang-undang Desa yang menjadikan kepala desa 
superior diantara pemuka adat, jadi seringkali pembalakan liar mendapat legalitas 
kepala desa dan tidak dipungkiri juga oknum tokoh adat juga ikut bermain dan juga 
dimanfaatkan oleh investor. Kemudian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 
Tentang Kehutanan yang memiliki kekuasaan atas hutan, namun pada prinsipnya 
hukum adat sangat tegas terhadap pembalakan liar, makanya masyarakat adat 
berharap segera disahkannya RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak 
Masyarakat Adat. 
Berdasarkan hasil penelitian, menurut hukum atau aturan adat masyarakat 
adat yang berada di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, peran masyarakat 
adat dalam penanggulangan pembalakan liar sangat signifikan karena ada prinsip 
keseimbangan dalam pengelolaan hutan dan tanah u.Peran serta masyarakat hukum 
adat terhadap kelestarian hutan yang berkesinambungan merupakan tanggung 
jawab masyarakat pemegang adat untuk bersama melestarikan hutan.
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C. Peranan hukum adat dalam penangulangan illegal loging  
Keberadaan  hukum adat diindonesia mengalami tekanan yang berat. Hal 
ini banyak disebabkan karena berbagai macam  hal, antara lain keberadaan hukum 
positif yang dalam kenyataan sehari-hari lebih banyak dipergunakan oleh 
masyarakat. Namun angin segar terhadap penghormatan masyarakat adat diberikan 
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dalam hukum positif kita setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 
1945). 
Amandemen kedua UUD 1945 Pasal 18B poin (2) pada bab VI yang 
mengatur tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa:” Negara 
mengakui dan menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta 
hak-hak teradisionalnya sepanjang masih hidup  dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 
dalam Undang-undang”. Pasal ini merupakan landasan konstitusional bagi hak 
masyarakat adat untuk mengatur dirinya dan menegakkan hokum adatnya.
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Masyarakat adat memiliki pranata dalam istilah yang berbeda-beda 
tersendiri dalam mempertahankan sumber daya alamnya pranata ini cukup kuat 
untuk mengikat masyarakat adat tersebut . 
Masyarakat adat sudah mempunyai hukum adat sendiri untuk 
mempertahankan sumber daya alam mereka. Hukum adat itu dijunjung  tinggi oleh 
masyarakat adat tersebut. Mereka sudah mempunyai sanksi tersendiri untuk 
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan mengancam keberlangsungan sumber 
daya alam mereka. 
Kemudian Fungsi lain dari tomatoa adalah hakim atau yang menjatuhkan 
putusan dari sebuah perkara yang diadil oleh Gella. Sebagai seorang hakim, maka 
tomatoa diharuskan menghadiri proses persidangan perkara dirumah adat gella. 
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Untuk memutuskan suatu perkara, maka diperkara itu dialihkan kerumah adat 
tomatoa dan diputuskan sendiri oleh tomatoa. Segala putusan yang dikeluarkan 
oleh tomatoa bagi masyarakat adalah berlaku mutlak tanpa harus digugat ulang. 
Sebab  memutuskan perkara diikat sumpah sakral yang telah dibahas dibagian lain 
tulisan ini  setelah keputusan ini yang dijatuhkan oleh lontarak disebut pabbabing 
tomatoa menurut kepada yang berperkara kedepan pintu rumah adat untuk 
disumpah dan menerima keputusan ini. Adalah suatu yang patut mendapat acungan 
jempol bagi masyarakat setempat adalah  kepercayaan yang sangat mendalam akan 
keputusan. Kepatuhan kepada keputusan adat ini adalah karena apabila tamatoa 
telah membacakan pabattang ini sama dengan mustahilnya dengan kita kembali 
kerahim ibu setelah dilahirkan. 
Adapun sumpah pabattang itu ialah mapuccu riballoi matakke mareppei, 
mabattang ritubanggi, makurre maretekki, tenatikkennei bepajjang terrimunrinna. 
Apabila ada yang mencoba melanggar keputusan adat diatas maka sang 
pelanggar tersebut tidak akan diikutkan dalam aktifitas adat. Selain itu, segala 
kegiatannya tidak akan dihadiri oleh pemangku adat. 
D. Penerapan sanksi Tindak Pidana illegal logging Menurut Hukum Islam 
Didalam islam, hukuman-hukuman yang tertentu yang diwajibkan atas 
tindakan orang yang melanggar disebut hudud. Perbuatan ini jelas diharamkan 
dalam islam dan pelakunya tidak hanya dikenai sanksi didunia berupa qishashdan 
diyat, serta ta’zir, tetapi juga dikenai siksaan yang pedih diakhirat nanti. Perbuatan 
tentang jarimah dan sanksinya ini telaqh diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Para 
ulama telah membahas dan menulisnya secara  elas dan gamblang di dalam kitab-
46 
 
 
kitab Fiqh (bab jinayat) berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan 
Sunnah. Pembahasan ini lebih popular disebut Fiqh Jinayat.
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Masalah kriminal, Islam menempuh dua macam cara. Pertama, menetapkan 
hukuman berdasarkan nash (Al-Quran dan hadits). Kedua, menyerahkan 
penetapannya kepada ulil amri (penguasa).Dalam cara yang pertama, Islam tidak 
memberikan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan As-Sunnah. 
Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang pertama ini berlaku sepanjang masa 
dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu.Jarimah hudud dapat 
diartikan pula dengan jarimah. Adapun pengertian jarimah adalah perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh syara‟ yang diancam Allah dengan 130 hukuman had 
atau ta‟zir. Perbuatan  jarimah diancam dengan hukuman yang telah ditentukan 
dalam nass 
 Al-Quran atau sunah Rasul dan telah pasti ancamannya. Sehingga tidak dapat 
diganti bahkan dibatalkan sama sekali oleh manusia.
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 َنِم ٌبيِرَق ِ َّاللَّ َتَمْحَر َِّنإ ۚ اًعَمَطَو اًفْوَخ ُهوُعْداَو اَهِحَلَِْصإ َدْعَب ِضَْرْلْا يِف اوُدِسْفُت َلََو
 َنيِنِسْحُمْلا 
Terjemahannya: 
                                                             
46 A. Djazuli, Fiqh Jinayah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.57 
47 Abdur Rahman I Doi.Tindak Pidana Dalam Syariat Islam. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992) ,h.75-
77 
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dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan 
harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat “Janganlah kamu membuat 
kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinnya. Allah amat dekat 
kepada orang-orang yang berbuat baik.(Q.S Al-Ar’af (7): Ayat 56). 
 
Bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah dalam sebuah 
kenegaraan jika sesuatu itu sudah dalam bentuk undang-undang. Dengan adanya 
prinsip tersebut jarimah dan sangsinya akan dapat diketahui dengan jelas dan pasti. 
Untuk kasus illegal logging tidak ada dijelaskan dalam hukum pidana islam.Islam 
memberikan kesempatan yang luas kepada ulil amri untuk menetapkan macam-
macam tindakan pidana dan hukumannya. Al-Quran dan As-Sunnah hanya 
memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. 
Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik 
terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus 
dikenakan hukuman.Tindak pidana yang termasuk kelompok ini, oleh fuqaha‟ 
dinamakan jarimah ta‟zir dan hukumannya pun disebut hukuman ta‟zir.132 
Ta‟zir adalah ketentuan hukuman berbentuk pengajaran yang tidak dijelaskan 
secara tegas oleh nas, tetapi perlu dijatuhkan terhadap pelaku.Menurut ulama fikih, 
yang berhak untuk menentukan hukuman ta‟zir ini adalah pemerintah. 
Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan ketertiban dan 
kemaslahatan masyarakat.Jadi, hukuman ta‟zir sebenarnya cukup luas.Selain yang 
dijelaskan dalam al-Qur‟an dan sunah, pemerintah memiliki kewenangan untuk 
menetapkan hukuman ta‟zir terhadap pelaku perbuatan pidana yang bukan 
termasuk hudud dan qisas atau diat.Sebagai ulil amri, pemerintah berhak 
memutuskan sesuai dengan pertimbangan situasi dan kondisi masyarakatnya.Di 
sinilah peluang pemerintah untuk merumuskan undang-undang hukum pidana yang 
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dengan semangat nas. Orang yang melakukan pembalakan liar( illegal logging ), 
pembakaran hutan, penebangan di luar batas yang dibolehkan, dan segala macam 
pelanggaran lainnya terkait hutan wajib diberi sanksi ta‟zir yang tegas oleh negara 
(peradilan).  
Ta‟zir ini dapat berupa denda, cambuk, penjara, bahkan sampai hukuman 
mati, tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkannya.Prinsipnya, 
ta‟zir harus sedemikian rupa menimbulkan efek jera agar kejahatan perusakan 
hutan tidak terjadi lagi dan hak-hak seluruh masyarakat dapat terpelihara.Seorang 
cukong illegal loging, misalnya, dapat digantung lalu disalib di lapangan umum 
atau disiarkan TV nasional. Jenis dan kadar sanksi ta‟zir dapat ditetapkan oleh 
Khalifah dalam undang- undang, atau ditetapkan oleh Qadhi Hisbah jika Khalifah 
tidak mengadopsi suatu undang-undang ta‟zir yang khusus.48 
Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, 
pendistribusian hasil pengelolaan dan penerapan sanksi-sanksi bagi yang 
melanggarnya merupakan satu kesatuan kebijakan yang harus di laksanakan secara 
bersama-sama dalam suatu institusi negara yang sesuai dengan syariah islam, 
sehingga dapat membuahkan hasil sesuai kondisi ideal yang nantinya akan tercipta 
suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. 
E. Peranan Hukum Positif dengan Hukum Adat dalam Tindak Pidana Ilegal 
loging 
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Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan pemerintah menyerahkan 
sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk 
meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi 
daerah kewenangan yang diserahkan tersebut adalah pelaksanaan pengurusan hutan 
yang bersifat operasional. Pengaturan lebih lanjut dalam praturan pemerintah yang 
memuat antara lain yang mengenai jenis-jenis kewenangannya, diserahkan tata cara 
dengan hubungan kerja, mekanisme pertanggung jawaban, dan pengawasan serta 
pengadilan.
49
 
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Nomor 23-2014)  Bidang kehutanan 
merupakan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan 
potensi yang dimiliki daerah. Kemudian yang dimaksud daerah adalah daerah 
otonom, yaitu kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah 
yang berwenang dan mengatur mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat dalam system Negara Satu Kesatuan Republik Indonesia.Selain itu, 
dibidang kehutanan yang merupakan urusan pemerintahan konkuren sebagai dasar 
pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren itu sendiri adalah 
urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota. 
                                                             
49 Ir. Sirajuddin bin Kamaling (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kab. Sinjai) 
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Dalam kajian pidana dari segi kuantitatif didasarkan dari segi hukumannya 
atau ancaman pidanya. Kejahatan mendapat hukuman lebih berat dibandingkan 
dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Perbuatan pidana 
dibidang kehutanan yang menurut PP No. 28-1985 membagi perbuatan yang 
dikategorikan sebagai kejahatan dibidang kehutanan dalam pasal 18 ayat ( 1), ayat 
(2), dan ayat (3) dalam hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung. Hutan 
lindung dipidana penjara 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000, 
 ( dua puluh juta rupiah). 
Dalam masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada 
dan diakui, jadi masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga 
kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan. Penyertaan masyarakat dalam 
memelihara dan menjaga masyarakat tersebut maksudnya adalah  mencegah dan 
menggulangi terjadinya pencurian dan kebakaran hutan. Dalam melaksanakan 
rehabilitas hutan, masyarakat dapat meminta kepada lembaga swadaya masyarakat, 
pihak lain atau pemerintah. 
Pelaksanaan kegiatan rehabilitas hutan untuk tujuan perlindungan dan 
konservasi, masyarakat dapat meminta pendamping, pelayanan dan dukungan 
dalam bentuk bantuan teknis, pelatihan serta bantuan pembiayaan. Dimungkinkan 
karena  adanya keuntungan social seperti pengendalian banjirdan kekeringan, 
pencegahan erosi, serta pemantapan kondisi tata air. 
Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan dibidang kehutanan. 
Oleh sebab itu pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui 
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berbagai kegiatan dibidang kehutanan. Dalam rangka meningkatkan peran serta 
masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati 
dibidang kehutanan.   
Berdasarkan uraian diatas mka dapat disimpulkan bahwa hakim dan badan-
badan peradilan mempunyai peran penting dalam pembentukan hukum dan 
pengembangan hukum. Untuk itu, hakim tidak lagi sebagai corong undang-undang, 
tetapi sebagai pembentuk hukum melalui proses penafsiran yang dapat digunakan 
baginya sebagai salah satu fungsi yang melekat kepadanya. 
Berdasarkan delik adat yang diselesaikan secara hukum adat namun dapat 
juga putusan dari pengadilan sebagaimana diuraikan diatas, menunjukkan bahwa 
meskipun hukum adat diakui dalam masyarakat adat. Akan tetapi penyelesaian 
hukum adat belum sepenuhnya diakui oleh pengadilan sebagai suatu langkah 
hukum untuk menyelesaikan permasalahan didalam masyarakat. Maka dapat 
disimpulkan bahwa pada dasarnya proses penyelesaian melalui hukum adat, 
bukalah yang bersifat mengikat, apabila tidak disepakati oleh salah satu pihak yang 
diminta pertanggun jawabandan atau meminta pertanggun jawaban, maka 
penyelesaian terhadap perkara tersebut dikembalikan dihukum positif, dalam hal 
melalui proses pengadilan negara. 
Dalam Prakteknya di Pengadilan Negeri Sinjai, penyelesaian adat dengan 
penjatuhan denda atau sanksi adat.terhadap pelaku kejahatan, yang perkaranya juga 
melalui mekanisme Sistem peradilan pidana, maka penjatuha sanksi atau denda 
adat, dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian itu hanyalah menjadi hal-hal 
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yang memperingan bagi jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan, dan 
demikian pula hal tersebut akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. 
Seharusnya hukum adat menjadi pilihan utama bagi masyarakat suku adat 
untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul didalam masyarakat adat. 
Dipilihnya hukum adat sebagai instrumen hukum utuk menyelesaikan perbuatan 
delik adat tersebut, dikarenakan penyelesain melalui hukum adat dianggap lebih 
murah, bersifat rahasia, dengan proses yang cepat, dan hal ini pula yang 
membedakannya dengan proses penyelesaian melalui pengadilan.
50
  
Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara 
dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada 
umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau 
kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan 
bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan, termasuk di 
dalamnya upaya penegakan hukum terhadap  pelaku illegal logging di seluruh 
wilayah Indonesia. 
Kemudian penulis simpulkan bahwa perlunya peraturan yang melindungi 
masyarakat adat yaitu 
                                                             
50 Reksodiputro, Marjono “Delik adat dalam rancangan KUHP Nasional beberapa catatan 
pertama” dalam pembaharuan hukum pidana, kumpulan karangan, buku keempat, Jakarta 
pusat:Pelayanan Keradilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 2007 
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1. Untuk menjamin perlindungan hak masyarakat adat terhadap hak atas tanah, 
wilayah, budaya dan sumber daya alam yang dperoleh secara turun menurun  
atau pewarisan dari leluhur mereka. Ditingkat lokal, adaya peraturan yang 
dimaksud menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk membentuk 
peraturan daerah yang memihak kepada masyarakat adat. 
2. Memberikan perlindungan bagi masyarakat adat dari tindakan kriminasi oleh 
perusahaan. Karena tidak jarang kita mendengar, banyak masyarakat adat yang 
diimintidasi oleh perusahaan. Dengan adanya peraturan yang memberikan 
pengakuan kepada masyarakat adat, diharapkan tidak ada lagi sengketa lahan 
antara masyarakat adat yang telah lama memanfaatkan hutan. 
3. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam melaksanakan 
haknya. Masyarakat adat selama ini menjadikan hutan sebagai “Ibu”. Hutan 
memberikan mereka segalanya, tempat bertani, berburu, dan mencari makan. 
Ketika pemerintah memberikan izin usaha pemanfaatan kepada pihak 
swasta dikawasan hutan lindung, dampak bagi masyarakat adat tidak bisa 
dihindarkan. Hutan yang sebelum dikelola bagi masyarakat adat secara turun 
menurun  untuk memenuhi penghidupan sehari-hari, tergusur dengan adanya 
ekspansi perusahaan. 
Peran Negara untuk melindungi masyarakat adat dituntut. Negara harus 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat adat dengan cara memberikan 
perlindungan dan pengakuan hak-hak masyaraka adat, agar mereka dapat hidup 
tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, ikut serta 
berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiannya serta terlndungi 
daritindakan diskriminasi dan kekerasan. 
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Dengan adanya kedua payung hukum tersebut, tidak ada alasan lagi bagi 
pemerintah daerah untuk mengabaikan pengakuan dan perlindungan terhadap 
masyarakat adat, dengan berdalih tidak adanya aturan yang menjadi rujukan. Kita 
berharap, semoga pemerintah daerah memberikan perhatian yang penuh terhadap 
keberadaan masyarakat adat. Menolak keberadaan masyarakat adat sama dengan 
membiarkan terjadinya diskriminasi *kepada masyarakat adat di Negara ini. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
 
1. Peranan hukum positf maupun hukum adat dalam hal pengambilan 
keputusan tidak begitu saja dilakukan karena apa yang diputuskan 
merupakan tindakan pidana dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim 
sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak 
sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta 
adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang 
masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu 
mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. 
2. Sedangkan dalam hukum Islam terhadap penebangan pohon dalam tindak 
jarimah hirabah, karena unsur-unsur praktek penebangan pohon termasuk 
dalam jarimah hirabah, yaitu pencurian kayu dalam jumlah banyak dan 
dilakukan secara terang-terangan, serta dampak yang diakibatkan mengenai 
orang banyak. Dalam penebangan pohon para pelakunya dapat dikenai 
sanksi hukuman mati, disalib, potong angan dan kakinya saling bersilang, 
atau diasingkan. Sesuai dengan hukum Islam. 
 
B. Implikasi 
56 
 
 
Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan saran sebagai 
berikut: 
1. Berkenaan dengan illegal Loging, sebaiknya semua pihak turut bahu 
membahu dalam meminimlisir Illegal loging, karena tanpa adanya 
kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat, maka praktek illegal 
loging di Kabupaten Sinjai  sulit untuk dikecilkan presentasinya. Karena 
pemberantasan ilegal lng bukanlah tanggun jawab suatu kalangan saja, tapi 
seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. 
2. Pemerintah Kabupaten sinjai sebaiknya menjalankan fungsinya dengan baik 
dan benar sebagai aparat yang mengawasi dan menegakkan hukum yang 
berlaku, jangan sampai menjadi pelanggar (pelaku) dari aturan tersebut. 
Selain itu, pemerintah juga perlu mengadakan atau menjalin kemitraan 
dengan masyarakat. Dengan kemitraan ini, antar pihak akan lebih mudah 
untuk berkomunikasi dengan bekerja sama. Dilain pihak, masyarakat 
sebaiknya bisa menjadi kontrol  yang peka atas kinerja. 
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